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Dlsepakat| Baleg, RUU Jabatan
Hakim Mulai Dibahas Di Senayan

PEMBAHASAN RUU Jabatan
Hakim di DPR segera dimu-
lai. Kemarin, Badan Legislasi
(Baleg) DPR telah menyepakati
RUU ini sebagai inisiatif DPR.,
Rencananya, hasil kesepakatan
di Baleg itu akan dibacakan da-
lam sidang paripurna DPR hari

ini. Selanjutnya, RUU ini akan

dibahas di Komisi II1.

Dalam rapat di Baleg kemarin,
10 fraksi yang ada sepakat RUU
Jabatan Hakim segera dibawa
di paripurna. Kesepakatan ini
menyusul proses harmonisasi

- yang telah rampung.

RUU ini dipandang akan
berperan penting dalam men-
ciptakan keadilan di masya-
rakat. “RUU Jabatan Hakim
untuk menjamin hakim sebagai
pelaksana kehakiman dan inde-
penden dari intervensi peme-
rintah,” ujar Jubir Fraksi PKB
di Baleg Siti Mukaromah saat

membacakan pandangan mini
fraksinya.

Dia menyebutkan sejumlah
poin penting dalamRUU Jabatan
Hakim ini.-Di antaranya terkait
status kepegawaian hakim, jen-
jang karir, pembinaan hakim
hingga pemberhentian hakim.
“Pembahasan  RUU Jabatan
Hakim semakin meningkat-
kan kinerja dan profesionalitas
hakim sehingga kepercayaan
masyarakat meningkat,” ucap-
nya.

Masinton Pasaribu yang hadir
sebagai anggota Komisi 111 men-
jelaskan bahwa RUU Jabatan
Hakim diperlukan untuk mem-
pertegas status hakim sebagai
pejabat negara. Sebab, selama
ini masih ada dualisme dalam
memandang jabatan hakim. Di
satu sisi, hakim menjadi apara-
tur sipil negara aliasASN (dulu
disebut PNS). Di lain sisi, hakim

‘menjadi pejabat negara. “Nah

RUU Jabatan Hakim ini untuk
mempertegas status sebagai
pejabat negara,” ucapnya,
RUU Jabatan Hukum juga
mengatur rekrutmen dari ting-
kat pertama, tingkat tinggi,
hingga hakim agung. “Termasuk

pelibatan Komisi Yudisial (KY)

dalam seleksi hakim baik tingkat
awal hingga hakim agung,” tegas
Masinton. Dalam RUU itu juga
akan diatur batas usia hakim
agung.
~ Masinton optimistis pemba-
hasan RUU. ini dapat diselesai-
kan tahun ini juga. “Saya kira
dalam masa sidang paripurna
tiga kali lagi diharapkan bisa dis-
ahkan,” cetus politisi PDIP ini.
Wakil Ketua Baleg Dossy
Iskandar Prasetyo mengemuka-

-kan, ada tiga hal penting yang

diatur dalam RUU tersebut,
Pertama, mengatur kedudu-

kan hakim dan hakim ad hoc
sebagai pejabat negara yang
berbeda dengan ASN. Sebab,
dalam undang-undang sebelum-
nya tidak diatur secara spesifik
mengenai jabatan hakim. Hal

_ini membuat jenjang karir, hak

keuangan, dan fasilitas masih
menggunakan standar ASN..

Kedua, mengatur manajemen
jabatan hakim mulai dari meka-
nisme rekrutmen, pembinaan,
mutasi dan promosi, hingga
masa pensiun, “Aspek teknis,
mulai dari demosi, promosi,
pelaksanaan gaji tunjangan, dan
sebagainya, semuanya kami
atur,” ujarnya,

Ketiga, mengatur mengenai
keterlibatan KY dalam proses
seleksi pengangkatan hakim -
mulai dari tingkat pertama.
Dengan begitu, diharapkan
rekrutmen hakim akan berjalan
lebih baik. m @AR-



